
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA DEPOK, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2012 ten tang Kendaraan Bermotor, serta Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 ten tang Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor, Setiap kendaraan bermotor wajib uji berkala 

yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik 

jalan kendaraan bermotor diberikan Bukti Lulus Uji Berkala 

Kendaraan Bermotor dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji; 

b. bahwa berdasarkan Surat Edaran 

Nomor: SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan 

Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, 

Tanda Uji, Dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu 

Uji dan Tanda Uji, penyesuaian batas akhir waktu peru bahan 

penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa 

Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor 

menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji yaitu tanggal 31 Desember 2019; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Wali Kota 

tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

Menimbang 

TENT ANG 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

PERATURAN WALi KOTA DEPOK 

NO MOR 80 TAHUN 2019 

WALi KOTA DEPOK 

PROVINS! JAWA BARAT 
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1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

Mengingat 
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Indonesia Nomor 6322); 

Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

18. Peraturan Pemerintah 
Keuangan Daerah 
Tahun 2019 Nomor 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan 
Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041.); 
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Pasal 2 

Besaran retribusi Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

mengacu pada ketentuan retribusi Buku Uji per Buku dalam Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2012 ten tang Retribusi Bidang 

Perhubungan. 

Pasal 1 

(1) Berdasarkan Peraturan Wali Kota ini maka ketentuan mengenai 

Buku Uji sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan, 

dipersamakan dengan Kartu Uji. 

(2) Kartu Uji sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk kartu 

pintar (Smart Card), sertifikat, dan kertas yang memiliki 

unsur-unsur pengaman. 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 

tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 ten tang 

Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah 

Kota Depok Tahun 2012 Nomor 02); 

23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 ten tang 

Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2012 Nomor 09); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI 

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

Menetapkan 
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H. HARDIONO 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 80 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 27 Desember 2019 

SEKRETARJS DAERAH KOTA DEPOK, 

K.H. M6HAMMAD IDRIS 

Ditetapkan di Depok 

pad a tanggal 2 7 Des c 201 9 

WALI KOTA DEPOK, ..., 

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Depok. 


